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PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN
NOMOR 08 TAHUN 2001
TENTANG

PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN
KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIR,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasa 23 ayat (1) Undang -
undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang berbunyi bahwa
ketentuan tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah
diatur dengan Peraturan Daerah ;

bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a di atas, guna
meningkatkan kinerja dan tanggung jawab pemerintah Daerzh
ddam  memberikan pelayanan kepada masyarakat periu
meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya
keuangan daerah ;

bahwa untuk melaksanakan maksud sebagamana dimaksud pada
huruf a dan b di atas, perdu diatur dan ditetapkan dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;

- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko = dan Daerah Tingkat II
Tanjung Jabung (Lembaran Negaa Tahun 1965 Nomor 50),
dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera
Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25}

Undang — undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok ~ pokok
Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3041 ) sebagamana telah diubsh dengan Undang-undang Nomor
43 Tahun 1999 ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890 );



3. Undang — undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 );

4. Undang — undang Nomer 25 Tahwun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara
RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3848 );

5. Undang — undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi
den Kabupaten Tanjung Jabung Timur ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3692 );

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah Pusat dan  Kewenangan Propinsi sebaga Daerah
Otonom ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 );

/. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman
Organisasi Perangkat Daerah ; ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 165)

8. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana
Perimbangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 201, Tambshan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4021 );

9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahuri 2000 tentang Pengelolaan
dan  pertanggung jawaban Keuangan Daerah ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022 );

10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan
dan  Pertanggung jawsban Keuangan ddam  Pelaksanaan
Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023 );

11.Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4024 );

12.Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Caa
Pertanggungjawaban Kepda Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambzhan Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Nomor 4027);

13.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999
tentang teknik penyusunan perundan-undangan dan  bentuk
rancangan undang-undang, peraturan pemerintah dan rancangan
keputusan Presiden ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70 )



Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
MERANGIN

MEMUTUSKAN :

Menetepkan : PERATURAN ~ DAERAH  KABUPATEN  MERANGIN  TENTANG
PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasd 1
Ddam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
a. Kabupaten addah Kabupaten Merangin;
b. Pemerintah addah Pemerintah Kabupaten Merangin;
C. Bupati adaah Bupati Merangin;
d. Kas Daerah ad:;iah Kas Daerah Kabupaten Merangin;

e. Pejabat Pengelola Keuangay Daerah addah Pejabat dan atau
Pegawa Daerah yang berdasarkan Peraturan Perundang —
undangan yang berdaku diberi Kewenangan tertentu daam
Kerangka Pengelolaan Keuangen Daerah; ‘

f. Keuangan Daerah addah semua hak dan kewajiban Daerah ddam
Rangka Penyelenggaraan Pernerintzh Daerah yang dapat dinila
dengan Uang termasuk diddaminya segala bentuk kekayaan
yang berhubungan dengan hak dan kewajiban  daerah tersebut
dalam kerangka APBD;

g. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat
APBD addah Suatu Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang
ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD;

h. Pemegang kekuasaan umum Pengelolaan Keuangan Daerah addah
Bupati yang karena jabatannya mempunya  kewenangan
menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan Keuangan Daerah
dan mempunya kewajiban menyampaikan pertanggung jawaban
atas pelaksanaan kewenangan tersebut, kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah ( DPRD );

i.  Bendahara Umum Daerzh addah Pejabat yang diberi kewenangan
oleh Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
untuk mengelola Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah serta
segala bentuk kekayaan Daerzh lannya;



J.

m.

L.

Pengguna Anggaran Daerah adaah pejabat pemegang kekuasaan
penggunaan Anggaran Belanja Daerah;

Pemegang Kas addah setigp orang yang ditunjuk dan diserahi
tugas melaksanaadkan kegiatan kebendaharaan daam rangka
pelaksanaan APBD disetigp unit kerja Penggunaan Anggaran
Daerah;

Dana cadangan addah dana yang disisihkan untuk menampung
kebutuhan yang memerukan dana Relatif cukup besar yang tidak
dapat dibebankan ddam Satu Tahun Anggaran;

Penerimaan Daerah addzh semua penerimaan Kas Daerah ddam
Periode tahun Anggaran tertentu;

Pengeluaran Daerah addah Semua Pengeluaran Kas Daerah ddam
Periode tahun Anggaran tertentu -

Pendapatan Daerah adalah Semua Penerimaan Kas Daerah ddam
Periode Tahun Anggaran tertentu yang menjadi hak Daerah;

Belanja Daerah addah Semua Pengeluaran Kas Daerah ddam
Periode tahun Anggaran tertentu yang menjadi beban Daerah;

Pembiayaan addah transaksi keuangan Daerah yang dimaksudkan
untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja
Daerah;

Sisa lebih Perhitungan APBD tahun |du addah selisih lebih Redisasi
Pendapatan terhadap Redisasi Belanja Daerah dan merupakan
komponen Pembiayaan;

Barang Daerah addah Semua Barang milik Daerah yang berasa
dari Pembelian dengan Dana yang bersumber seluruhnya atau
sebagian dai APBD dan atau berasad dari perolehan lannya yang
sah;

Utang Daerah addah Jumlah uang yang wajib dibayar Daerah
sebagal akibat penyerahan uang, Barang dan atau Jasa kepada
Daerah atau akibat lannya berdasarkan Peraturan Perundang-
undangan yang berakuy;

Piutang Daerah adaah jumlah uang yang menjadi hak Daerah atay
Kewajiban pihak lain kepada Daerah sebaga akibat penyerahan
Uang, Barang dan atau Jasa oleh Daerah atau akibat lannya
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berdaku;

Pinjaman Daerah addah semua transaksi yang mengakibatkan
Daerah menerima dari Pihak lan sejumizh uang atau manfaat
bemild uang sehingga Daersh dibebani kewajiban  untuk
membayar kembdi, tidek termasuk Kredit jangka pendek yang
lazim terjadi dalam perdagangan;



w. Perangkat Daerah addah orangflembaga pada lembaga
Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan
membantu Bupati ddam Penyelenggaraan Pemerintah yang tercdiiri
atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga teknis
Daerah, Kecamatan dan Kelurshan sesua dengan  kebutuhan
Daerah. '

BAB II
PROSEDUR PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD
Bagian Pertama
Struktur APBD
Pasa 2
(1) Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dani :

& Pendapatan daerah;
b. Belanja Daerah;
C. Pembiayaan.

(2) Selisih lebih Pendapatan Daerah terhadap Belanja Daerah disebut
surplus anggaran.

(3) Selisih - kurang Pendapatan Daereh terhadap Belanja Daerah
disebut defisit anggaran.

(4)Jumlah  Pembiayaan sama dengan jumlah surplus / defisit
anggaran.

Pasd 3

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud ddam Pasa 2 ayat (1)
huruf a terdini dari :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun yang lau;
b. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah; Retribusi
Daerah, Laba Perusahaan Milik Daerah , Lainan PAD yang sah

¢. Dana Perimbangan terdin cdai Bagi Hasil Pajek; Bag Hasil
Bukan Pajak; Dana Alokasi Umum; Dana Alokasi Khusus; clan
Dana Darurat ;

d. Pinjaman Daerah terdiri dari Pinjaman Ddam Negeri dan
Pinjaman Luar Negeri;

e. Lan-lan Penerimaan yang sah.

(2)Belanja Daerah sebagamana dimaksud ddam pasd 2 ayat (1)
huruf b terdiri dari Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan.
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(3)Pembiayaan sebagaimana dimaksud pasd 2 ayat (1) huruf ¢
mengacu kepada sruktur organisasi dan fungsi organisasi yang
ada. Anggaran  untukpembiayaan pengeluaran yang sifatnya
tidek tersangka akan diatur dengan Keputusan Bupati. Setelah
mendapat persetujuan DPRD Kabupaten Merangin.

Baglan Kedua

Proses Penyusunan APBD

Pasd 4

(1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dengan
pendekatan kirerja.

(2) Untuk  mengukur kineja keuangan Pemerintah Daerah,
dikembangkan standar andisa belanja, tolak ukur kinerja dan
standar biaya.

Pasd 5

(1) Ddam rangka menyiapkan rancangan APBD Pemerintah Daerah
bersama-sama DPRD menyusun arah dan kebijakan umum APBD;

(2) Berdasarkan aah dan kebijekar umum APBD sebagamana
dimaksud ddam ayat (1), Pemerintah Daerah meryusun strategi
dan prioritas APBD.

(3) Berdesarkan strategi dan pricritas APBD sebagaimana dimaksud
ddam ayat (2) dan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi
den keuangen daerah, Pemerintah Dasrsh menyiapkan rancangan
APBD.

(4) Penyusunan APBD harus mengikuti jadwa yang ditetapkan yaitu
sebaga berikut :

a. 15 Nopember : Membuat surat edaran pengisian
Dukda/Dupda.

b. 02 Januani : Pembekaan awd oleh Bupati.

c. 03s/d08 Januari :Répat’terbatas Tim Anggaran
Exsekutiv

d. 09s/d 15 Januari : Penelitian Drup dan Dikda.

e. 16 s/d24 Januari : Rapat RAPBD bidang ;
- Pendapatan.
- Belanja Rutin.
- Belanja Pembangunan.



f. 25 Januari : Penyampaizn DRAFT RAPBD

kepada DPRD.
g. 1 s/d 20 Pebruari : Pembahasan Persidangan den
Penetapan Peraturan Daerah oleh
DPRD.

h. 21 Februarn : Penyampdan APBD Kepada Gubernur
. dan Inspektorat Propinsi.

Bagian Ketiga
Proses Penetapan APBD
Pasa 6

(1)Bupati menyampaikan rancangan APBD kepada DPRD untuk
mendapatkan persetujuan.

(2) Apabila rancangan APBD tidak disetujui DPRD, Pemerintah Daerah
berkewajiban menyempurkan rancangan APBD tersebut ddam
waktu pding lambat 15 hari sejak penoiakan;

(3) Penyempurmaan rancangan APBD sebagamana dimaksud ddam
ayat (2), harus disampaikan kembai kepada DPRD.

(4) Apabila rancangan APBD sebagamana dimeksud daam ayat (3)

tidek disetujui DPRD, pemerintah Daerah menggunakan APBD
tahun sebelumnya sebagai dasar pengurusan Keuangan Daerah.

Bagian Keempat

Perubahan APBD

Pasd 7

(1) Perubahan APBD dilakukan sehubungan dengan :

a. Kebijaksanaan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah
yang bersifat strategis;

b. Penyesuaian akibat tidak tercapainya target Penerimaan Daerah
yang ditetapkan;

c. Terjadinya kebutuhan yang mendesak.

(2) Perubahan APBD ditetapkan paing lambat 3 (tiga) bulan sebelum
tahun anggaran tertentu berakhir.



BAB III

PELAKSANAAN APBD

Bagian Pertama
Pasd 8

(1) Setigp Perangkat Daerah yang mempunya tugas memungut atau
menerima Pendapatan Daersh wajib melaksanakan intensifikasi
pemungutan pendapatan tersebut.

(2) Semua manfaat yang bemila uang berupa komisi, rabat,
potongan, bunga atau nama lain sebagai akibat dari penjudan dan
atau pengadaaan barang dan atau jasa dan dari penyimpanan dan
atau penempatan uang Daerzh merupakan Pendapatan Daerah.

(3) Pendapatan Daerah disetor sepenuhnya tepat pada waktunya ke
Kas Daerah pding Imbat 2 x 24 Jam.

Pasd 9

Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD tidak
dapat dilakukan sebelum ditetapkan ddam Peraturan Daerah tentang
APBD dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah,

Pasal 10

Untuk  setigp pengeluaran atas beban APBD diterbitkan Surat
Keputusan Otorisasi atau surat keputusan lannya yang disamakan
dengan itu oleh pejabat yang berwenang.

Pasa 11

(1) .Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang
lengkap dan sah mengena hak yang diperoleh oleh pihak yang
menagih.

(2) .Setigp orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau
mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas
beban APBD bertanggungjawab atas kebenaan dan akibat deri
penggunaan bukti tersebut.

Pasa 12

(1) .Penggunaan Anggaran Daersh mengajukan Surat Permintaan
Pembayaran untuk melaksanakan pengeluaran sebagaimana
dimaksud daam Pasal 10 ayat (1 ;
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(2) .Pembayaran yang membebani APBD dilakukan dengan Surat
Perintah Membayar;

(3) .Bendahara Umum Daerah membayar berdasarkan Surat Perintah
Membayar dari Bupati.

Pasd 13
(1).Gaji Pegawa Negeri Sipil Daerah dibebankan ddam APBD;

(2) .Pegawa Negeri Sipil Daerah dapat diberikan tambahan
penghasilan  berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan
memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memyperoleh
persetujuan DPRD. Sesua dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

(3).Pegawa Negeri Sipil Daerah yang diperbantukan pada BUMD atay
unit usaha lannya, gajinya menjadi beban BUMD atau Unit usaha
yang bersangkutan;

(4) .Pembiayaan pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diangkat
oleh Pemerintah Daerah menjacli tanggung jawab Daerah.

Pasd 14

(1) Anggaran untuk pembiayaan pengeluaran yang sifatnya ticlak
tersengka disediakan ddam bagian anggaran tersendiri ;

(2) Pengeluaran yang dibebankan pada pengeluaran tidak tersangka
addah untuk penanganan bencan da, bencana  sosid , dan
pengeluaran  tidak tersangka lainnya yang sangat diperiukan
ddam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah

Pasd 15

Penggunaan anggaran belanja tidak tersangka diberitahukan kepada
DPRD.

Bagian Kedua
Pengelclaan Barang Daerah
Pasd 16
(1) Bupati mengatur pengelolaan Barang Daerah;

(2) Pencatatan Barang Daerah dilakukan sesua dengan standar
akuntansi pemerintah Kabupaten;
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(3) Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Kepaa Dinas / Lembaga
Teknis addah pengguna dan pengelola barang bagi sekretariat
Daerah/ sekretariat DPRD/ Dinas Daerah / Lembaga Teknis Daerah
yang dipimpinnya.

Pasa 17
(1) Pengadaan barang dan atau jasa hanya dapat dibebankan kepada
APBD sepanjang barang den atau jasa tersebut diperiukan untuk
pelaksanaan kegiatan sesua dengan tugas pokok dan fungsi
Perangkat Daerah yang bersangkutan;

(2) Pengadaan barang dan jasa atas beban APBD diatur lebih fanjut
dengan Keputusan Bupati.

Pasd 18

Pengguna barang wajib mengelola Barang Daerah sesua dengan
peraturan perundang-undangan yang beraku.

Pasd 19
Ddam hd pengelolaan Barang Daerah menghasilkan penerimaan,
maka penerimaan tersebut disetor seluruhnya langsung ke Kas
Daerah.
Bagian Ketiga
Akuntansi Keuangan Pemerintahan Daerah
Pasd 20
Penata usahaan dan pertanggung jawaban Keuangan Daerah
berpedoman pada standar akuntansi keuangan pemerintah daerah
yang berlaku, pding lambat 30 hari .
BAB IV
PERHITURGAN APBD
Pasa 21

(1) Bupati menyampakan leporan triwulan pelaksanaan APBD kepada
DPRD.

(2) Laporan  triwulan sebagamana dimaksud daam ayat (1)
cdisampakan pding lama 1 (satu) bulan setelah berakhimya
trivwulan yang bersangkutan.
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Pasd 22

Bupati menyusun laporar pertanggung jawaban Keuangan Daerah
yang terdiri atas :

a. Lgporan perhitungan APBD;
b. Nota Perhitungan APBD.
. Laporan Aliran Kas;
d. Neraca Daerah.
Pasd 23

(1).Setizap Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyusun |aporan
pertanggung jawaban keuangan secara periodik.

(2).Sistem dan produser pertanggung jawaban sebagamana dimaksud
daam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasa 24

(1)Setigp akhir tahun anggaran Pemerintah Daersh wajib membuat
perhitungan APBD yang memuat perbancingan antara redisasi
pelaksanaan APBD dibandingkan dengan APBD A

(2) Perhitungan APBD harus menghitungkan selisih antara reaisasi
penerimaan dengan anggaran peneriman dan redisasi pengeluaran
dengan anggaran pengeluaran dengan menjelaskan dasannya.

Pasa 25

Pertanggung jaweban akhir tahun anggaran merupakan pertanggung
jawvaban pelaksanaan ABPD ddam bentuk perhitungan APBD berikut
penilaan kinerja berdasarkan tolak ukur renstra.

Pasd 26

(1) Pertanggung jawaban akhir tahun anggaran dibacakan oleh Bupati
i depan sidang paripuma DPRD, pding lambat 3 (tiga) bulan
setelah berakhimya tahun anggaran;

(2) Dokumen pertanggung jawaban akhir tahun anggaran yang telah
dibacakan oleh Bupati, kemudion diserahkan kepada DPRD,
selanjutnya dilakukan penilaan sesua dengan mekanisme dan
ketentuan yang berlaku;
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(3) Penildan  oleh DPRD atas pertanggung  jawaban  oleh
Bupati pding lambat selesa 1 (satu) bulan setelah dokumen
Pertanggung jawaban akhir tahun anggaran diserahkan ;

BAB ¥

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Pasd 27

(1). Bupati addah Pemegang Kekuasaam umum pengelolaan
Keuangan Daerah;

(2). Bupati selaku Pejabat Pemegang Kekuasaan umum Pengelola
Keuangan Daerah  sebagaimana dimaksud daam ayat (1), Pasd
ini depat mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya
kepada sekretaris Daerah dan atau Pejabat Bagian Keuangan
Daerah.

Pasa 28

Tugas dan fungsi pengelola keuangan deerah sebagamana
dimeksud dengan pasd 27 ayat (2) addah :

a Fungsi : melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan
program , perubshan dan perhitungan anggaran pendapatan dan
belanja daerah sertamembina administrasi keuangan .

b. Fungsi pengelolaan keuangan addah mengumpulkan bahan
penyusunan , perubshan  dan perhitungan  anggaran dan
pendapatan belanja daerah, mengelola administrasi keuangan
deerah , menguji kebenaran penagihan dan penerbitan surat
perintah membayar uang (SPMU) , mengagendakan pemeriksaan
keuangan serta membina perbendaharaan dan mengumpulkan
bahan penyusunan pedoman  dan petunjuk teknis pembinaan
- administrasi  keuangan, dan melakukan verifikasi / meneliti
kebenaran terhadap SPJ  dari kegiatan bak rutin maupun
pembangunan .

Pasd 29

Bupati menetapkan terlebih dahulu  Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah dengan Surat Keputusan untuk dapat melaksanakan Anggaran;
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Pasd 20

Pemegang Kas tidak boleh merangkep sebagai Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah lainnya.

Bagian Kedua
Azas Umum Pengelolan Kenangan Daerah
Pasd 31

Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada
peraturan  perundang-undangan  yang beraku, efisien, efektif,
ransparan dan bertanggung jawab memperhatikan azas keadilan dan
kepatutan.

Pzsa 32

APBD merupakan dasar pengelolaan Keuangan Daerah ddam tahun
anggaran tertentu.

Pasal 33

Tahun fiskd APBD sama dengan tehun fiskd Anggaran Pendapatan
den Belanja Negara.
Pasd 34

(1) Semua Penerimaan Daersh dan Pengeluaran Daerah ddam
rangka desentralisasi dicatat dan dikelola dadam APBD;

(2)APBD, Perubahan APBD, dan Perhitungan APBD ditetapkan dengan
Peraturan Daerah dan merupakan dokumen Daerah.

Pasa 35

APBD disusun dengan pendekatan kinerja atau dinila dengan Rencana
Strategis

Pasa 36
Dadam menyusun APBD, penganggaan pengeluaran harus didukung

dergan adanya kepastian tersedianya penerimaan daam jumlah yang
cukup.
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Pasd 37

(1)Jumiah pendapatan yang dianggarkan ddam APBD merupakan
perkiraan yang terukur secara rasiond yang dapat dicapa untuk
setigp sumber pendapatan;

(2)Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas
tertinggi untuk setiap jenis belanja;

(3)Setiap  pejabat dilarang  melakukan tindekan yang berakibat
pengeluaran atas beban APBD wpabila tidek tersedia atau tidak
cukup tersedia anggaran untuk membiaya pengeluaran tersebut;

(4) Perkiraan Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Lau dicatat sebaga
saddo awd pada APBD tahun berikutnya, sedangkan redisasi Sisa
Lebih Perhitungan APBD Tahun Lau dicatat sebaga sddo awd
pada perubahan APBD.

Pasd 38

Semua transaksi Keuangan Daerah bak Penerimaan Daerah maupun
Pengeluaran Daerah dilaksanakan meldui Kas Daerah,

Pasd 39

Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya tidak tersangka
sebagamana dimaksud ddam Pasd 14 ayat (2) disediskan ddam
bhagian anggaran pengeluaran tidak tersangka.

Bagian Ketiga

Pengaturan Pengelolaan Keuangan Daerah
Pasa 40

(1) Sistem dan prosedur pengelolaan Keuangan Daerah diatur dengan
Keputusan Bupati sesua dengen Peraturan Daerah ini ;

(2) Pedoman  tentang pengurusan, pertanggung jawsban dan
pengawasan Keuangan Daerah serta tata cara penyusunan APBD,
pelaksanaan tata usaha Keuangan Daersh dan penyusunan
perhitungan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
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Bagian Keempat ‘@

Dana Cadangan
Pasd 41

{1)Dasreh dapat membentuk Dana Cadangan guna membiaya

kebutuhan yang tidek dapat dibebankan daam satu tahun

anggaran;

(2)Dana cadangan disediskan dari pelampauan hasil  Perhitungan
APBD, Kontribusi Pendapatan Asli Daersh dai bagi hasil pajak
dan Bukan Pajak dan Dana Alokasi Umum.

(3)Dana cadangan seperti ayat (2) diatas dan dana yang belum
dimanfaatkan dapat disimpan ddam bentuk deposito pada Bank
pemerintah maupun swasta dengawtmd@ suku bunga yang
kompetitif.

(4) Penunjukan bank seperti ayat (3) diatas cﬁtentukm oleh Bupati
dengan pertimbangan tingkat suku bunga tertinggi.

(S}Buwga yang diperoleh dai simpanan dana dalam deposito pada
bank pemerintah atau bank swasta disetorkan ke Kas Daerah
‘sebagal penerimaan pendapatan asli daerzh.

Pasd 42

(1) Penganggaran Dana Cadangan sebagahwma dimaksud ddam
Pasa 41 ayat (1) didokasikan dari amberpenenmm APBD.

(Z)Setma sumber penerimaan Dana Cadangan sebagamana
dimaksud ddam ayat (1) dan semua pengeluaran atas beban Dana
Cadangan dicatat dan dikelola dalam APBD:

(3)Pengeluaran untuk menutup kebutuhan sebagamana yang
ditetapkan ddam Peraturan Daerah tentang pembentukan Dana
- Cadangan dibebankan pada rekening Dana Cadangan.

(4)Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebaga bagian yang tidak
~terpisahkan dan laporan pertanggung jawz#:m APBD.

Bagian Kelima
Format Anggaran

Pasa 43

(1) Format anggaran yang dianut adalah Format anggaran  defisit
(deﬁcit budget forrmtaf).

i)
J



(2) Yang dimaksud dengan format defisit seperti pada ayat (1) diatas
addah selish antara pendapatan dan belanja mengakibatkan
terjadinya surplus atau defisit .

(3) Apabila  terdapat surplus maka daerah dapat membentuk dana
cadangan.

(4) Apabila terjadi defisit , maka dapat ditutupi meldui  sumber
pembiayaan pinjaman atau penerbitan obligasi daerah sesua
dengan perundang-undangan yang beriaku.

BAB VI

PENGAWASAN PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH

Pasd 44
Pengawasan atas pelaksanaan APBD clilakukan deh DPRD.
Pasa 45

Peraturan Daerah tentang APBD, Perubahan APBD, dan Perhitungan
APBD disampakan Kepada Gubemur paing lama 15 ( lima belas) hari
setelah di tetapkan.

Pasa 46

(1).Bupati mengangkat pejabat yang bertugas melakukan pengawasan
internd pengelolaan Keuangan Daerah.

(2). Pejabat pengéwas intema pengelolaan Keuangan Daerah
sebagamana dimaksud ddam ayat (1) tidak diperkenankan
merangkap jabatan lain di pemerintahan Daerah.

(3). Pejebat pengawasan internd pengelolaan Keuangan Daerah

sebagamana dimaksud dadam ayat (1) melaporkan hasil
pengawasannya kepada Bupati.

BAB VII
PEMERIKSAAN KEUANGAN DAERAH
Pasd 47
Pemerikasaan atas peleksanaan, pengelolaan, dan pertanggung

jawaban Keuangan Daerah sesua peraturan perundang — undangan
yang berlaku.
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BAB VIII

KERUGIAN KEUANGAN DAERAH
Pasd 48

(1). Setiap kerugian Daerah bak yang langsung maupun tidak
langsung sebagal akibat perbuatan maanggar hukum atau yang
lda, herus diganti oleh yang bersalah atau yang ld 4.

(2). Setiap pimpinan Perangkat Daerah wajib melakukan tuntutan
ganti kerugian segera setela diketahui bahwa daam Perangkat
Daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari
pihak managpun.

Pasd 49

(1). Bupati wajib melakukan tuntutan ganti rugi atas setiap kerugian
yang diskibatkan oleh melanggar hukum atau keldaan Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah.

(2). Penyelesaan kerugian sebagaimana dimaksud ddam ayat (1)

pasd ini dilakukan sesua cdengan perundang — undangan yang
berlaku.

Pasa 50

Ketentuan lebih lanjut mengena tuntutan ganti rugi diatur ddam
Keputusan Bupati. Setelah mendapat persetujuan DPRD.

BAB IX

PROSUDURAL MELAKUKAN PINJAMAN DAERAH
Pasd 51

(1) Apabila diperkirakan Pendapatan Daersh lebih kecil dari rencana
belanja, Daerah dapat melakukan pinjaman;

(2) Pemerintah Daerah dapat mencari sumber-sumber pembiayaan lain
meldui kerjasama dengan pihak lan dengan prinsip sding
menguntungkan;



(3) Pemerintah Daerah depat melakukan investasi daam bentuk
penyertaan modd, deposito atau bentuk investasi lainnya
sepanjang ha tersebut memberi manfaat bagi peningkatan
pelayanan masyarakat dan tidak mengganggu likuiditas Pemerintah
Daerah;

(4) Sumber-sumber pembiayaan lain dan investasi Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud ddam ayat (2) dan ayat (3), pasd ini
diatur dengan Peraturan Daerah :

(5) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pengelolaan sumber-
sumber pembiayasn lan dan investasi sebagamana dimaksud
ddam ayat (4), dan setiap akhir tahun anggaran melaporkan hasil
pelaksanaannya kepada DPRD.

Pasa 52

(1) Pinjaman seperti yang dimaksud dalam pasa 50 ayat (1) diatas
addah merupakan pinjaman  deersh yang dapat dilakukan
cdengan negara cdonor.

(2) Pinjaman tersebut  dapat dilakukan  setelah mendapat
persetujuan DPRD dengan mempertimbangkan aspek kegunaan
dan manfaat.

(3) Pinjaman daerah depat dilakikan antar propinsi dan negara
donor

(4) Pinjaman  antar propinsi seperti yang dimaksud ayat (3) diatas
dapat dilakukan oleh bupati setelah mendapat pertimbangan dari
DPRD.

(5) Prosedur peminjaman dengan negara donor dapat dilakukan
oleh  bupati  dengan negaa  donor setelah mendapat
pertimbangan Dewan dan persetujuan pemerintah pusat.

(6) Angsuran pinjaman dan bunga bak kepada investor maupun
negara donor dianggarakan meldui APBD setigp tahun anggaran
sampa dengan jangka waktu pinjaman yang ditetapkan.

BAB X
TATA CARA PENGADAAN BARANG DAN JASA

Bagian Pertama

Pejabat yang Berwenang Menetapakan Pengadaan Barang
Dan Jasa



e ——

Ay

P der g et -

ri.l’

$ B B

¢

5 -
e P | H



20

Pasa 57
Feraturan Dacrah ini mula beraku pacla tanggal diunclangkan.
Agar setigp orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya daam Lembaran Daerah
Kabupaten Merangin.

Disyahkan di Bangko
Pada tanggal 5 Apr1L 2001

BUPATI MERANGIN,

ttd
H. ROTANI YUTAKA, SH

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Merangin

Nomeor : 08 Tahun 2001
Pada Tanggal i 2 APRIL 2001
Seri D Nomor 07

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN
iPtd

DRS. H, M. AZIZ YUSUF
PEMBINA TK I NIP 010055981



Dengan  peraturan  tesebut diharapkan terdapat keseimbangan yang lebih
transparan dan akuntabel daam pendistribusian kewenangan , pembiayaan dan
penataan sistem pengelolaan keuangan yang lebih bak mewujudkan pelaksanaan
otonomi  daerah secara optima sesuad dinamika dan tuntutan masyarakat yang
berkembang.

Sejdan  dengan hd tersebut sudah barang tentu pelaksanaan otonomi
daaerah tidek hanya dilihat  dari seberapa besar daerah &kan memperoleh dana
perimbangan tetapi ha tersebut harus diimbangi  dengan sejauh mana instrumen
atau sistem  pengelolaan keuangan yang lebih adil | rasioria, transparan, partisipatif
dan  bertanggung jewab  sebagamena yang diamanatkan oleh kedua undang-
undang tersebut.

Secaa khusus Undang-Undang Nomoir 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan  Keuangan antara Pemerintah Pusat den Daerah telah menetapkan
landasen  yang jelas  ddam penataan pengelolaan  dan pertanggung jawaban
Keuangan Daersh , antara lan  memberikan keleluasaan daam penetapan produk

pengaturan sebaga berikut :

a. Ketentuan tentang pokok-pokok pengelolasn keuangan Daersh diatur dedam
Peraturan Daerah;

b. Sistem den prosedur  pengelolaan keuangan  deerah diatur dengan Surat
Keputusan Kepda caerh sesua dengan Peraturan Daerah tersebut ;

C. Kepda Deerah menyanpakan laporan pertanggung jawaban kepala DPRD
mengenal pengelolaan  keuangan Daerah dan kinerja keuangen Daerah deri
seg  efisiensi dana efektivtas keuangan yang pelaksanaannya sama dengan
perhitungean APBD ;

o Leporen  Pertanggung  jawaban Keuangen Daerch  tersebut merupaken

dokumen  Daerah sehingga dapat dapat diketahui oleh masyarakat .

Qleh karena itu mengacu pada semangat kedua Undang-Unclang tersebut |
maka pedoman pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah yang diatur
ddam  Peraturan Daerah ini bersifat umum dan lebih menekankan pada had yang
bersifat prinsif, norma, azas dan landasan urmum ddam pengelolaan keuangan
deerah. Sementara itu sistem can prosedur pengelolaan keuangan secara rind

ditetapkan oleh masing-masing daerah.



Kebhinekasn dimungkinkan  terjadi sepanjang  ha tersebut masih sejdan atay
tidak bertentangan dengan  Peraturan Daergh ini. Dengan upaya tersebut
dihargpkan  daerah didorong untuk lebih tanggap, kreatif dan mampu  mengambil
inisiatif ddam perbakan dan pemutakhiran sistem dan prosedumya serta menunjau
kembai sistem tersebut Secaa terus-menerus, dengan tujuan  memaksimakan
efisiensi dan efektivitas berdasarkan  keadaean , kebutuhan dan kemampuan
setempat.

PASAL DEMI PASAL

Pasd 1
Cukup jelas

Pasd 2

Cukup jelas

Pasd 3
Cukup jelas

Pasd 4

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)
disusun berdasarkan pendekatan Kinerja addah  seluruh kompenen kegiatan
harus dapat  terukur dan mengacu kepacda Program Pembangunan daerah
(Propeda) atau berdasarkan réncana starategis (Renstra).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasd 5
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat ( 2)
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Strategi  dan Prioritas APBD yang dimaksud cdalam ayat ini addah melakukan
penyusunan anggaran yang bersifat strategis dan merupakan kegiatan yang
langsung  menyentuh  kepada masyarakat berdasakan skda prioritas  dan
skda kebutuhan .
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasd 6
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasd 7
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b

Cukup jelas

Huruf ¢
Kebutuhan mendesak ddem ketentuan ini addah  untuk
penenggulangan  kerusakan sarana dan prasarana sebaga akibat
bencana dam  dan bencana sosid yang belum  atau tidek cukup
disedigken anggarannya dalam pengeluaran tidak tersangka serta
kegiatan- kegiatan yang dihadapi daerah yang bersifat mendesak .

Ayat (2)
Jangka waktu 3 (tiga) bulan dimaksud dengan mempertimbangkan
pelaksanaannya dapat diselesakan pada akhir tahun anggaran tertentu,
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Surat - Perintah Membayar (SPM)  merupakan dokumen APBD yang
memjacdi - dasar untuk  melakukan permbayaran  atas beban APBD. Surat
Perintah Membayar ditetapkan oleh Bendahara Umum (Kepaa Bagian
Keuangan ) atau Pejabat yang clitetapkan oleh Bendshaa Umum
Daerah setelah mendapat perseujuan Bupati .

Ayat (3) |
Bendahara umum  daerah dapat menetapkan pejabat yang melakukan
tugas pembayaran atas dasar Surat Perintah Membayar.

Pesd 13

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan  tambahan hasil ddam pasd ini addah
penghasilan  yany cdiberikan daam rangka peningkatan  kesejahteraan
pegawa  berdasarkan ‘prestasi kerja, termpat bertugas, dana kelangkaan
profesi.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasd 14
Cukup jelas

Pasd 15
Cukup jelas

Pasd 16

Ayat (1)
Pengelolaan barang daerah  dimaksud meliputi  perencanaan , penentuan

kebutuhan , penganggaran, pengadaan , penyimpanan dan penyauran |
pemeliharaan , penghapusan dan pengenddiaan.



Ayat (2)

Pencatatan berdasarkan standar akuntansi pemerintah daerah  dimaksud
dan dilaksanakan secara bertahap sesua dengan kondisi  masing-masing
daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasd 17
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas

Pasd 18

Cukup jelas

Pasd 19

Cukp jelas

Pasd 20
Yang dimeksud dengan standar akuntansi  keuangan daersh ddam pasd ini
adadah pedoman atau prinsip-prinsip  yang mengatur  akuntansi yang
menjamin  konsistensi daam pelaporan  keuangan . Sepanjang standar
akuntansi keuangan  pemerintah daereh  belum tersusun, daersh dapat
menggunakan standar yang dipergunakan saat ini .
Perubahan menuju penerspan standar akuntansi keuangan  dilaksanakan

secara bertahep sesua dengan kondisi masing-masing pemerintah claerah.

Pasd 21
Ayat (1)
Cukup jelas
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Ayat (2)
Cukup jelas

Pasd 22

Huruf a
Laporan perhitungan APBD yang dimaksud addah lgporan pertanggung
jawchah  &khir tahunan  Bupati guna membandingkan antaa sisi
penerimaan  dan  pengeluaran  ateu menila  pelaksataan  terhadap
anggaa tahun tertentu.

Huruf b
Nota Perhitungan APBD addah penyampaan pidato bupati dihadepan
Sidang Pleno DPRD yang berisikan perbandingan antara sisi penerimaan
dan pengeluaran  yang dituangkan ddam  APBD tahun tertentu serta
memjelaskan  pelaksanaa kegiatan Yang dituangkan Ddam APBD bak dani
sisi keberhasilan atau kegagdan ddam pelaksanaan kegiatan.

Huruf C
Cukup Jelas

Huruf d
Cukup jelas

Pasa 23
Ayat (1)
Cukup jelas
Avat (2)

Cukup jelas

Pasd 24

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Perhituingan  APBD dimaksud ddam avat ini bertujuan guna melihat gpakah
terjadi selisih atau tidak antara anggaran yang ditetapkan dengan redisasi
kegiatan ddam tahun anggaran tertentu serta melihat faktor - faktor apa
yang menyebabkan terjadinya perbedaan jika terjadi selisih.

Pasd 25
Cukup jelas



Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)

Cukup jelas

Pasa 27
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Pendelegasian kewenangan vang dimaksud ddam ayat (2) addah
bertujuan  untuk mengantisipasi kepakuman pelaksanaan administrasi
keuangan Kketika bupati sedang tidak berada ditempat atau sedang

melaksaakan tugas/dinas keluar daerah dalam wakty yang cukup lama.
Pasd 28

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b

Cukup jelas

Pasd 29

Cukup jelas

Pasd 30
Cukup jelas

Pasd 31
Cukup jelas

Pasd 32
Cukup jelzs



Pasa 33
Cukup jelas

Pasd 34
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasad 35
Cukup jelas

Pasd 36
Cukup jelas

Pasal 37
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasd 38

Cukup jeles

Pasd 39
Cukup jeles

Pasal 40
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

30
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Pasal 41
Ayat ( 1)
Penganggaran Dana cadangan perly dilakukan guna mengantisipasi
Pengeluaran — pengeluaran yang tidak tertuang ddam APBD semula
serta kegiatan- kegiatan yang bersifat mendesak untuk segera dilakukan
Penanganan seperti terjadinya kendikan gail pegawa yang cliskibatkan
oleh adanya kebijakan pemerintah, kegiatan POs mayor serta kegiatan
lannya yang bersifat strategis dan mendesak.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Penyimpanan ddam bentuk deposito dilakukan guna  menciptakan
sumber-sumber Penerimaan  bay Yang mempu  memberikan
kontribusinya terhadap pembentukan pendapatan asli daerah |

Ayal (4)

Cukup jelas
Ayat (5)

Cukup jelas

Pasd 4?2
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasa 43
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
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Ayat (3)
Cukup 1elas
Ayat (4)

Cukup jelas '

Fasd 44

Cukup jelas

Pasd 45
Cukup jelas

Pasd 46
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan pejabat pengawasan intema addah  Aparat

pemeriksa pada kantor Inspektorat wilayah kabupaten yang jebatannya
ditetapkan meldui keputusan Bupati

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasd 47

Cukup jelas

Pasd 48
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas

Pasd 49
Ayat (1)

Cukup jelas
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Ayat (2)
Guna menyelesakan kerugian yang diakibatken oleh perbuatan melawan
hukum  sebelum dilimpahkan kepada aparat yang berwenang akan

cilekukan penelitian oleh Tim yang ditetapkan meldui keputusan Bupati

Pasd 50
Cukup jelas

Pasa 51

Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)

Cukup jelas
Ayat (5)

Cukup jelas

Pasa 52

Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)

Cukup jelas
Ayat (5)

Cukup jelas
Ayat (6)

Cukup jelas






